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WALIKOTA TANJUNGBALAI 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI 

NO MOR 2 1  TAHUN 2018  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI 
NOMOR 30 TAHUN 2017  TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL 

BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KOTA TANJUNGBALAI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGBALAI, 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 1  ayat (7) 
Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Tanjungbalai, telah ditetapkan Peraturan Walikota 
Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Besaran Dana 
Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kata Tanjungbalai; 

b. bahwa besaran dana operasional bagi Pimpinan DPRD 
dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan dengan harga 
pasaran dan keadaan di Kota Tanjungbalai saat ini, oleh 

karena itu perlu melakukan Perubahan atas Peraturan 
Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2017  tentang 
Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota. 
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Mengingat 

. . .  

1 .  Undang-Undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

U ndang N omor 9 Tahun 2015  ten tang Peru bahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015  Nomor 58 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. 

4. 

5. 

6 .  

7. 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 
4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3361 ) ;  

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017  tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017  Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 3 1 0 ) ;  



. 
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Menetapkan 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 201 7 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067) ;  

9. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 04 Tahun 

2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2009 Nomor 

4);  

10 .  Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 10 Tahun 

201  7  ten tang Pelaksanaan Hak Keuangan dan 

Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungbalai 

Tahun 2017 Nomor 10) ;  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 30 TAHUN 
2 0 1 7  TENTANG BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA 
TANJUNGBALAI. 

PASAL I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 

2017 tentang Besaran Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Tanjungbalai diubah sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi 

se bagai beriku t : 

Pasal 2 

( 1 )  Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada 

Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan 

operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan 

kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan 

Wakil Ketua DPRD sehari-hari. 

(2) Besaran dana operasional ditetapkan sebagai berikut :  

a. Untuk Ketua DPRD ditetapkan sebanyak Rp. 4.200.000 , -  (empat 

juta dua ratus ribu rupiah); 

b. Untuk Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebanyak Rp. 2 . 5 2 0 . 0 0 0 , ­  

(duajuta lima ratus dua puluh ribu rupiah). 



Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai. 

Ditetapkan di Tanjungbalai 
pada tanggal @ }ol? 2018 

WALIKOTA TANJUNGBALAI, 

M. SYAHRIAL 

Diundangkan di Tanjungbalai 
pada tanggal 9 kl 2 0 1 8  

SEKRETARIS DA 

A 

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2018 NOMOR .:'... 

Sekda Kota 'Taniungbalai 

hsisten Pemerintzhan 

Kopala Bagian 

Kepata sue»%, 9£:!': 


